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Abstract

The purpose and context of analyzing the legal aspects of consumer protection
based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UU No.
8/1999). This thesis suggests paying attention to the acts of default by business
actors, which is an important aspect in the context of consumer protection. This
juridical review will cover various aspects related to business actors' acts of
default, including definitions, conditions that trigger acts of default, and their
impact on consumers. This thesis will analyze how Law no. 8/1999 strengthens
consumer rights in overcoming acts of business actor default, as well as how these
provisions can be applied in legal practice.

Keywords: Law Number 8 of 1999, Consumer Protection, Default Actions, Business
Actors, Consumer Rights, Provisions of Law No. 8/1999, Legal Practice.

Abstrak

Tujuan dan konteks menganalisis aspek hukum perlindungan konsumen
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (UU No. 8/1999). Skripsi ini mengusulkan pemerhatian terhadap
tindakan wanprestasi pelaku usaha, yang merupakan salah satu aspek penting dalam
kontekst perlindungan konsumen. Tinjauan yuridis ini akan mencakup berbagai
aspek yang berhubungan dengan tindakan wanprestasi pelaku usaha, termasuk
definisi, kondisi yang memicu tindakan wanprestasi, dan dampaknya terhadap
konsumen. Pada penelitian ini akan menganalisis bagaimana UU No. 8/1999
memperkuat hak-hak konsumen dalam mengatasi tindakan wanprestasi pelaku
usaha, serta bagaimana ketentuan tersebut dapat diaplikasikan dalam praktik
hukum.

Kata Kunci : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen,

Tindakan Wanprestasi, Pelaku Usaha, Hak-Hak Konsumen, Ketentuan UU No.
8/1999, Praktik Hukum.
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A. Pendahuluan
Perkembangan teknologi

informasi salah satunya adalah
internet. Internet membawa dampak
cukup

signifikan terhadap

yang
berbagai bidang kehidupan dalam
masyarakat. Mulai dari bidang
komunikasi, pendidikan, perbankan,
kesehatan, pariwisata, pemerintahan,
hingga kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi seperti jual beli
dalam hal pemenuhan kehidupan
model

awalnya  menggunakan

konvensional  yaitu  bertemunya
pelaku usaha dan konsumen secara
langsung. Namun seiring
berkembangnya teknologi, saat ini
sebagian masyarakat beralih ke model
modern  dengan  menggunakan
internet sebagai medianya, sehingga
pelaku usaha dan konsumen tidak

perlu berhadapan secara langsung'.

Jual beli merupakan salah satu
kegiatan yang dibutuhkan oleh
manusia sebab manusia harus

! Achmad Sidik. et al. 2022, Pengenalan
Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk
Menambah Wawasan Dan Kemampuan
Belajar Siswa Di Era Globalisasi, Jurnal
Pengabdian Global, Volume 1 Nomor 1, hIm.
4.

2 Az Nasution, 2002, Hukum
Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar,
Cet. 2, Jakarta: Diadit Media, him. 22.
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memenuhi  kebutuhan  hidupnya,

mulai  dari  kebutuhan  primer,
sekunder, hingga tersier. Berdasarkan
Pasal 1457 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang selanjutnya
disebut dengan KUH Perdata, jual
beli merupakan

pihak

suatu perjanjian

antara satunya  untuk
menyerahkan kebendaan dan pihak

lain membayar sesuai yang telah

diperjanjikan.
Perjanjian jual beli melalui
internet  dapat disebut dengan

perdagangan elektronik. Perdagangan
elektronik adalah suatu transaksi yang
dilaksanakan antara pelaku usaha dan
konsumen yang dilandasi oleh
perjanjian atas sejumlah barang, jasa,

dan peralihan hak melalui media

elektronik?®.

Dalam perjanjian jual beli
melalui media elektronik,
perlindungan konsumen terhadap

wanprestasi pelaku usaha menjadi

subjek  krusial. Fenomena ini

3 Abdul Halim., 2023, Tanggung Jawab
Penyedia Platform E-Commerce Dalam
Melindungi Transaksi Jual Beli Melalui
Platform E-Commerce, Volume 1, Nomor
10, hlm. 4.
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memunculkan dampak signifikan

seperti kerugian finansial,
ketidakpuasan terhadap produk, dan
Dalam

penurunan  kepercayaan.

mengkaji isu ini, aspek hukum
kontrak dan regulasi perlindungan
konsumen memiliki peran penting.
Selain itu, tingkat transparansi dan
akses informasi bagi konsumen juga
memainkan peran krusial, terutama
dalam era transaksi online yang
semakin dominan.

Meskipun telah ada penelitian
sebelumnya, = masih  diperlukan
strategi hukum yang lebih adaptif dan
efektif untuk menangani kasus-kasus
wanprestasi yang semakin kompleks
dan bervariasi. Oleh karena itu,
pemahaman yang lebih mendalam
tentang  perlindungan  konsumen

terhadap wanprestasi sangat
diperlukan untuk menjaga hak-hak
konsumen dan mengurangi dampak
negatifnya dalam ranah bisnis.
Berdasarkan permasalahan yang
telah diuraikan pada latar belakang di
atas, maka perumusan masalahnya
adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan
perlindungan konsumen

terhadap tindakan wanprestasi
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oleh pelaku usaha dalam

Undang-undang  Nomor 8
Tahun 1999 tentang
perlindungan Konsumen?

2. Bagaimana upaya hukum yang |
dapat dilakukan oleh konsumen
terhadap tindakan wanprestasi
pelaku usaha dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999?

B. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan
ilmiah yang berhubungan dengan
analisa  dan

dilakukan

konstruksi,  yang

secara  metodologis,
sistematis dan konsisten. Sistematis
dilakukan

artinya berdasarkan

perencanaan dan tahapan-tahapan

yang jelas. Metodologis artinya

menggunakan cara tertentu, dan
konsisten artinya tidak ada hal yang
bertentangan dalam suatu kerangka
tertentu. Sehingga dari ketiga cara
tersebut

didapatkan hasil berupa

temuan ilmiah berupa produk atau
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proses atau analisis ilmiah maupun
argumentasi baru®,

Metode penelitian merupakan
suatu realisasi dari rasa ingin tahu
manusia dalam taraf keilmuan’.

Fungsi metode penelitian pada
penulisan skripsi ini digunakan untuk
menjawab permasalahan yang ada
dengan menggunakan metode yang
tepat, seperti menentukan pendekatan
masalah, data dan sumber data,
metode pengumpulan data, metode
pengolahan data, dan analisis data
agar menghasilkan penelitian yang
jelas, sistematis dan konsisten. Dalam
penelitian ini, metode penelitian yang
digunakan adalah metode penelitian
hukum normatif, yang fokus pada
analisis terhadap peraturan
perundang-undangan dan konseptual-
terkait

konseptual hukum yang

dengan perlindungan  konsumen
terhadap wanprestasi oleh pelaku
usaha.
C. Pembahasan

Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) adalah lembaga

yang menangani perselisihan antara

4 Muhaimin, 2022, Metode Penelitian
Hukum, Mataram University, hlm. 66.
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pelaku  usaha dan  konsumen

berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.
BPSK  berfungsi menyelesaikan
sengketa di luar pengadilan dengan
prinsip musyawarah, cepat, murah,
dan adil. Upaya penyelesaian
sengketa konsumen dapat dilakukan
melalui penyelesaian damai,
pengadilan, atau melalui BPSK.
Aturan hukum penyelesaian

sengketa konsumen melalui BPSK

diatur dalam UUPK jo
Kepmenperindag No.
350/MPP/12/2001. Prosesnya

sederhana dan tidak formal, dengan
pengajuan gugatan tertulis atau lisan.

Persidangan dilaksanakan dalam 7

hari kerja setelah permohonan
diterima, dengan opsi konsiliasi,
mediasi, atau arbitrase. Konsiliasi

melibatkan konsiliator yang netral,
mediasi melibatkan mediator, dan
arbitrase melibatkan arbitrator yang
netral. Putusan BPSK mengikat dan
dapat berisi perdamaian, penolakan
gugatan, atau gugatan dikabulkan.

Tidak ada banding terhadap putusan

5 Zainuddin  Ali, 2009, Metode
Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika,
Volume 1, Cet. 8, him. 48.
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BPSK, namun masih ada opsi untuk
keberatan kepada pengadilan negeri.
BPSK Kota Denpasar telah terlibat
dalam penyelesaian sengketa antara
konsumen dan PT. ASTRA SEDAYA
FINANCE, dengan mengabulkan
sebagian tuntutan konsumen dan
menetapkan pelaku usaha bersalah
atas pelanggaran UU Perlindungan
Konsumen.

Penyelesaian sengketa melalui
oengadilan negeri berdasarkan UU
No. 8 tahun 1999, penyelesaian
sengketa konsumen di pengadilan
mengacu pada hukum acara perdata.
Di pihak-pihak

sini, yang

berkepentingan memiliki inisiatif
untuk berperkara, sesuai dengan asas
Hakim pasif. Gugatan dapat diajukan
oleh konsumen yang dirugikan, baik
perseorangan maupun kelompok,
serta lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat dan
pemerintah. Majelis BPSK yang
mengadili harus mempertimbangkan
fakta-fakta yang terungkap dalam
persidangan.

Tanggung jawab pelaku usaha
konsumen

terhadap mencakup

membatalkan  atau  melanjutkan

perjanjian serta mengganti kerugian.
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Tanggung jawab merupakan

kesadaran akan perbuatan dan
berwujud dalam kewajiban. Menurut
Hans Kelsen, tanggung jawab hukum
berarti seseorang dapat dikenakan
atas

sanksi perbuatannya

yang
bertentangan dengan hukum.
Pembatalan perjanjian dalam
konteks ini terjadi akibat wanprestasi
debitur, bukan karena
ketidakmemenuhi syarat subyektif.
Kreditur dapat menuntut pembatalan
perjanjian  dan

ganti  kerugian,

pemenuhan perjanjian, atau
pembatalan perjanjian dengan ganti
kerugian. Prinsip tanggung jawab
mutlak dalam hukum tanggung jawab
produsen  mewajibkan  produsen
bertanggung jawab atas kerugian
konsumen, kecuali dapat
membuktikan sebaliknya.

Tanggung jawab ini memberi
perlindungan  kepada  konsumen
dalam mengkonsumsi barang atau
jasa, dengan kemungkinan tuntutan
wanprestasi atau perbuatan melawan
hukum. Dalam hal ini, konsumen
harus membuktikan adanya perbuatan
melawan hukum dan kesalahan

pengusaha.
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Perlindungan konsumen terhadap
wanprestasi pelaku usaha melibatkan

serangkaian langkah

yang
komprehensif. Salah satunya adalah
melalui regulasi pemerintah yang
mengawasi dan menegakkan standar
etika bisnis, memastikan bahwa hak-
hak konsumen diakui dan dilindungi
secara efektif. Badan pengawas

konsumen sering kali bertanggung

jawab atas menegakkan aturan
perlindungan konsumen dan
menangani keluhan terkait

wanprestasi. Proses ini mencakup
investigasi, mediasi, dan memberikan
sanksi jika ditemukan pelanggaran.

Selain regulasi eksternal,
perlindungan konsumen juga terjadi
melalui aspek kontrak. Kontrak yang
jelas  dan transparan membantu
melindungi konsumen dari potensi
wanprestasi. Klausul-klausul yang
memuat hak dan tanggung jawab
masing-masing pihak dapat menjadi
landasan kuat dalam menyelesaikan
sengketa.

Pentingnya edukasi konsumen
tentang hak dan kewajiban mereka
juga tidak boleh diabaikan. Program
edukasi dapat mencakup pemahaman

tentang  klausul-klausul  kontrak,
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prosedur penyelesaian sengketa, dan
hak-hak  hukum yang dimiliki
konsumen. Dengan peningkatan
kesadaran ini, konsumen dapat lebih
percaya diri dalam menghadapi
situasi wanprestasi.

Selain untuk

itu,  penting

mempertimbangkan alternatif
penyelesaian sengketa sebagai upaya
preventif. Mediasi dan arbitrase

memberikan platform di  mana
konsumen dan pelaku usaha dapat
mencari solusi tanpa melibatkan
proses pengadilan formal. Ini tidak
hanya mempercepat penyelesaian,
tetapi juga mengurangi biaya dan
ketegangan yang mungkin timbul di
pengadilan.

Meskipun langkah non-litigasi
dan litigasi tersedia sebagai upaya
terakhir, konsumen harus
mempertimbangkan biaya, risiko, dan
kompleksitas proses hukum sebelum
mengambil langkah tersebut. Dengan

pendekatan holistik,

yang

perlindungan ~ konsumen  dapat
diperkuat, menciptakan lingkungan
bisnis yang lebih etis dan transparan.
D Simpulan dan Saran
Berdasarkan pembahasan diatas

maka dapat disimpulkan:
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Perlindungan konsumen yang

mengalami  wanprestasi  oleh

pelaku usaha dapat bersifat

multi-dimensi. Di tingkat

regulasi, terdapat peraturan
perlindungan konsumen yang
mengatur hak dan kewajiban
pelaku usaha untuk memastikan
transparansi dan keadilan dalam
transaksi  komersial. = Badan
pengawas konsumen sering kali
hadir untuk menegakkan aturan
ini, memberikan jalur bagi
konsumen untuk melaporkan
wanprestasi dan mendapatkan
penyelesaian yang adil. Selain
itu, perlindungan juga terwujud
dalam aspek etika bisnis, di mana
pelaku usaha yang memiliki
integritas tinggi akan cenderung
memprioritaskan kepuasan
konsumen dan menjaga reputasi
mereka di mata publik.

Upaya hukum yang dapat
dilakukan oleh konsumen yang
oleh

mengalami  wanprestasi

pelaku usaha melibatkan
serangkaian langkah, mulai dari
alternatif penyelesaian sengketa
hingga tindakan hukum langsung
di

pengadilan. Alternatif
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penyelesaian sengketa, seperti
mediasi danarbitrase,
memberikan  konsumen  opsi
untuk menyelesaikan
sengketasecara damai  tanpa

melibatkan proses pengadilan

formal. Di sisi lain, tindakan

hukum langsung melibatkan
inisiasi gugatan, proses
pengadilan,dan eksekusi

putusan.
Dalam menghadapi wanprestasi
pelaku usaha, konsumen disarankan
kontrak

untuk memahami secara

mendalam, mengevaluasi alternatif

penyelesaian  sengketa  sebelum
tindakan hukum langsung,
meningkatkan  kesadaran  hukum,

menyimpan dokumentasi teliti, dan
konsultasi dengan ahli hukum jika
diperlukan. Selain itu, pertimbangkan
reputasi pelaku usaha sebelum terlibat
dalam transaksi, dan manfaatkan
dukungan dari kelompok advokasi
konsumen untuk memperkuat posisi
dalam  menanggapi  wanprestasi.

Dengan langkah-langkah ini,
dapat lebih  efektif

hak-hak mereka dan

konsumen
melindungi
situasi

menghadapi wanprestasi

dengan lebih percaya diri.
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